BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan umum yang disingkat dengan Pemilu merupakan suatu proses
dan sarana demokratis menyalurkan aspirasi dan keinginan rakyat. Dimana rakyat
diberikan kesempatan untuk memilih sesuai dengan hati nuraninya, tanpa ada
yang mempengaruhi atau mcngintervensi sesuai dengan asas Pemilu yaitu
langsung, umuél, bebas, rahasm, ]ujl.ll’ dan adll Selam 1tu rakﬁat juga sebagai

pemegang _;_--- ntukar ama da bentukpemenntahan serta

— ﬁmstt ’ - . - ))komk Pemilu

ditempatkan sebagai proses Wmeﬁ”ﬁﬁinm atau sengketa dengan jalan
menyerahkan keputusan kepada rakyat. Senada dengan UNDP komisioner KPU
Hasyim Asy’ari menyatakan, pada dasarnya Pemilu atau Pilkada itu adalah
konflik karena didalamnya merupakan pertarungan memperebutkan kekuasaan.
Konflik tidak dapat dihindarkan baik dalam pelaksanaan Pemilu ataupun Pilkada

(Beritasatu.com).




Dalam penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, keberadaan lembaga

penyelenggara Pemilu yang terpercaya adalah sangat penting. Di Indonesia,
Pemilu dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu yang independen. Menurut
Surbakti dan Nugroho (2015:20) independen mengandung makna adanya
kebebasan bagi penyelenggara Pemilu dari intervensi dan pengaruh seseorang,
kekuasaan pemerintah, partai politik dan pihak manapun dalam pengambilan
keputusan dan tindakan dalam penyelenggaraan Pemilu. Sesuai dengan UU
Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara Pemllu yang dimaksud dengan
penyelenggara Pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas
Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehmmatan Penyelmggara Pemilu (DKPP).

Namun DKPP tidak terlibat lmg dalam elaksal Pemilu dikarenakan

tugas dan kewenangannya tidak  secara lﬁ\gsﬁng berkaitan dengan
penyelenggaraan Pemllu yaltu ;emndakan pe]anggaran kode etik penyelenggara
Pemilu. : :

Menurut Sm‘baktl dan Nugroho (2015-) KPU merupakan jelmaan dari
Lembaga Pemilihén Umum . (LPU) dimasa Orde Baru. KPU dibentuk pada tahun
1999 dimana anggotanya berasal dari unsur pemerintahan dan unsur partai politik,
pada periode ini anggota KPU yang berasal dari partai politik gagal menetapkan
hasil pemungutan suara tepat waktu karena terjebak kepentingan masing-masing.
Atas dasar itulah tahun 2001 kembali dibentuk KPU yang benar-benar

independen dan non partisan agar dapat berlaku adil kepada seluruh peserta

Pemilu dimana anggotanya berasal dari unsur akademis dan LSM. Kemudian

tahun 2007 sampai sekarang dibentuk KPU yang anggotanya berasal dari




anggota KPU provinsi, akademisi, peneliti dan birokrat. KPU dan jajarannya
(KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS) merupakan
lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. KPU
mempunyai tugas dan wewenang antara lain : (1) menetapkan peraturan setiap
tahapan Pemilu berdasarkan UU Pemilu, (2) merencanakan, melaksanakan dan
mengendalikan proses penyelenggaraan tahapan Pemilu berdasarkan UU Pemilu
dan (3) menegakkan ketentuan admxmsi:aﬂ Pemllu

Yulianto, Junaidi dan Mellaz (2010 50) menyatakan Badan Pengawas
Pemilu (Bawaslu) merupakan keunikan dari Indonesla dalam menyelenggarakan
Pemilu. Di Indenesia pembentghn Bawaslu me.rujuk pada standar international

Pemilu, yaitu adanya Badlm Pdﬁsm Pﬂnilu (Electoral Management Bodies)

serta kepatuhan dan penegakan i)ukum (complme and enforcement of electoral
law). Selain itu yang Juga menﬁél acuan pembentukan Bawaslu adalah Panduan
Pemilu (2002) oleh K.omlsa Eropa untuk Dernokmsz dan Penegakan Hukum,
(Yulianto, Junaidi chn Mellaz, 2010:51) mmyamktm bahwa jamman prosedural
Pemilu memandatkan adanya sistem banding yang efeknf antara lain :
a. Dimana lembaga yang.menangam masalah‘ banding Pemilu haruslah setara
dengan Komisi Pemilu atau pengadilan.
b. Adanya prosedur banding dan, secara khusus mengatur kekuasaan dan
tanggung jawab dari berbagai lembaga yang menanganinya sesuai dengan

aturan hukum sehingga dapat menghindarkan adanya konflik yurisdiksi.



¢. Lembaga yang menangani haruslah memiliki otoritas terhadap hak pilih,

termasuk pendaftaran pemilih, validitas pencalonan, pengamatan aturan

kampanye dan hasil Pemilu.

Lembaga pengawas Pemilu mulai muncul tahun 1982 dengan nama
Panitia Pengawas Pelaksananaan Pemilu (Panwaslak Pemilu) yang anggotanya
terdiri dari Jaksa Agung, unsur Depdagri, ABRI dan unsur partai politik (Golkar,
PDI dan PPP). Tahun 1999-2004 Panwasla_k Pemilu berganti nama menjadi
Panitia Pengawas Pemilu (Panwaélu), untuk ﬁén(;egah'téljadinya penyelewengan
maka anggota dari Panwaslu_terdiri dari unsur hakim, perguruan tinggi, dan
masyarakat. Tahun 2009 Panwaslu berubah menjadi Bawaslu dan bersifat tetap di
tingkat nasional. Tahun 2014 sampai sekarang Bawaslu memperkuat
kelembagannya dengan menjadikan Panwaslu provinsi menjadi permanen dengan
nama Bawaslu provinsi. Bawaslu dan jajarannya (Bawaslu Provinsi, Panwaslu
Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemiln Lapangan dan
Pengawas Pemilu Luar Negeri) merupakan badan yaﬁg bertugas mengawasi
penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Bawaslu memiliki tugas melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan
proses Pemilu, dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu.
Sedangkan kewenangan Bawaslu, menerima dan mengkaji laporan mengenai
dugaan pelanggaran ketentuan administrasi Pemilu, dugaan pelanggaran ketentuan
pidana Pemilu dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Menurut Surbakti dan Fitrianto (2015:77) hubungan kelembagaan KPU

dan Bawaslu tidak dapat dipisahkan. Keduanya sebagai penyelenggara Pemilu




yang memiliki tugas dan kewenangan masing-masing yang saling melengkapi.
Surbakti dan Fitrianto menyatakan titik temu antara KPU dan Bawaslu, terjadi
pada kepentingan bersama untuk melakukan koordinasi. Hal itu dikarenakan agar
menjamin Pemilu dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan dan dalam
penegakkan UU Pemilu. Argumen ini didasarkan kepada Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilu, secara ideal telah merumuskan
keberadaan KPU dan Bawaslu daiam satu nafas harmonis sebagai satu kesatuan
fungsi penyelenggaraan Pemllu DlSli’ll KPU g&;l;agm pelaksana teknis setiap
tahapan Pemilu dan Bawaslu pada fungsi pféngawasan penanganan pelanggaran
dan penyelesaian sengketa Pemﬂu

Keberadaan KPU dan Bawaslu i satu kesatuan fungsi

penyelenggaraan Pemilu dapat‘:‘ d_lartlkan, Bahwﬁ;'-ke'ber'h.asilan penyelenggaraan
Pemilu tidak saja akan dltentuﬁan oleh kemampuan KPU dalam melaksanakan
semua tahapan Pemllu tetapl juga oleh Bawaslu Melahn m@s pengawasan dari
Bawaslu, dlharapkan Permlu bisa terlaksa:na dengan balk dan sesuai dengan
asasnya, yaitu léngsung, umum, bebas, 'rahasig,_ serta jujuf dan adil. Masing-
masing tugas dan kewenéngan yang dimiliki oleh kedua lcmbﬁga ini menunjukkan
dua hal yang saling melengkapi dan saling menguatkan demi terselenggaranya
Pemilu yang berkualitas.

Walaupun sudah ada aturan yang jelas mengatur hubungan KPU dan
Bawaslu, namun fenomena yang ada sering terjadi pertikaian atau konflik antara
kedua lembaga penyelenggara Pemilu tersebut. Sebagaimana menurut Surbakti

dalam Darmawan (2010:40) konflik merupakan “benturan” seperti perbedaan



pendapat, persaingan, dan pertentangan antar individu dan individu, individu dan

kelompok, kelompok dan individu atau kelompok dengan pemerintah. Senada
dengan itu Pruit dan Rubin (2004:10) menyatakan kalau konflik merupakan
perbedaan kepentingan atau suatu kepercayan bahwa aspirasi pihak-pihak yang
berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan.

Konflik dalam penyelenggaraan Pemilu sangat menarik perhatian banyak
kalangan, dikarenakan konflik yang terjagli dapat mengganggu kinerja dan
pelaksanaan tahapan Pemil'ﬁ. Peﬁikaian atau konﬂlk térSebut tidak hanya terjadi
pada tingkat pusat ataupun provinsi namun juga di. tingkat kabupaten/kota. Dari
13 (tiga belas) daerah yang melaksanakan Pllkada di Sumatera Barat, salah satu
daerah yang terlibat konflik antara penyclenm Pemilunya adalah Kabupaten
Sijunjung, dan inilah salaﬁ satu glgsan bagi pehéliti untuk mengambil penelitian di
Kabupaten Sijunjung. Konflik cﬂ Kabupaten Sijunjung tersebut terjadi pada waktu
Pilkada tahun 2015 ya.h_g melibatkan KPU ddﬁ‘Panwaslu Berdasarkan penelitian
pendahuluan konflik yang terjadi diawali dengan adanya tcmuan oleh Panwaslu,
yaitu adanya kesalahan pencetakan atas nama bas]on nomor urut 3 (Ashelfine,
SH.MH dan H. Alfian Kasir) pada Formulir C1-KWK' Plano Hologram. Yang
tertulis pada nomor urut 3 adalah nama pasangan nomor urut 1 (Drs. Mukhlis
Anwar, MSM dan Maiyetrinaldi, S.IP). Atas temuan itu KPU diadukan ke DKPP
oleh Panwaslu dalam hal pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Dari
permasalahan yang terjadi, Panwaslu merasa kalau KPU tidak cermat dan

profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku

penyelenggara Pemil. Selain itu KPU juga dianggap lalai dan tidak cermat dalam




proses perencanaan, penyortiran, pengepakan dan pendistribusian logistik Pilkada.
Namun KPU sebagai pelaksana merasa bahwa Panwaslu terlalu berlebihan dan
memaksakan dalil aduan pelanggaran kode etik karena selama proses pengelolaan
logistik, KPU selalu berkoordinasi dan melibatkan Panwaslu dalam pengawasan.
Akhir dari aduan Panwaslu adalah DKPP menyatakan kalau KPU terbukti
melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan kepada anggota
KPU dijatuhi sanksi peringatan kergs dan untuk Sekretaris KPU berupa sanksi
peringatan ringan. N T

Konflik yang terjadi d1 Kabupaten Sljm'ijung tidak hanya antara KPU dan
Panwaslu, namun dalam masa pemapan untuk pem:lu 2019 yaitu pada tahapan
awal terjadi pertikaian amam parlm polltik dan K;PU KPU sebagai pelaksana
Pemilu diadukan ke Panwaslu oleh Partai De!noha& Indonesia Perjuangan
(PDIP) dengan aduan pelanggﬁah administrasi. Permasa]ahan ini diawali pada
saat verifikasi admnusm kegandaaan partai politik, dlmkan anggota PDIP
yang berstatus Tldak Memenuhi Syarat (TMS) sebanyak tiga orang. Hal ini
menyebabkan Kc-t;Q_ PDIP merasa keberatan dengah keputusan KPU kabupaten
Sijunjung, TMS nys. kétigs seplots SR DT Makikafchalan ada indikasi kalau
anggota partai tersebut memiliki keanggotaan ganda dan juga adanya kesalahan
pada saat menginput data KTA (Kartu Tanda Anggota) dengan KTP (Kartu Tanda
Penduduk). Dalam hal ini KPU melakukan verifikasi terhadap anggota tersebut
dengan tujuan agar KPU dapat memastikan keanggotaan partai mana yang
dimiliki oleh anggota tersebut. Dari laporan pengaduan yang dibuat oleh pengurus

PDIP menyatakan bahwa, KPU melakukan intimidasi dan tekanan terhadap



anggota tersebut sehingga mereka mejadi bingung atas pertanyaan-pertanyaan
yang diajukan oleh KPU yang membuat mereka menandatangani pernyataan
kalau tidak memilih partai manapun. Sedangkan untuk kesalahan penginputan
antara KTA dan KTP mereka menyatakan kalau kesalahan terjadi hanya pada
waktu perekapan. Atas laporan tersebut, Panwaslu sebagai pengawas
penyelenggaraan Pemilu mengeluarkan pernyataan setelah mempelajari dan
memeriksa bukti-bukti laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu yang
diajukan oleh KPU dan‘. PDIP bahwa KPU llzidak-t‘érbukti secara sah dan
meyakinkan melakukan perbuatan pelanggaran administrasi Pemilu.

Secara umum konflik Bemllu terjadi -kii‘ena tidak adanya desain dan
implementasi penyelenggara Mlu, ketadakjelasan regulasi, tumpang tindih
peranan dan interpretasi‘. berbeda atas pemturan dan juga ketidakcakapan
menangani perihal tekhnis Pemﬁté. Sedangkan pada kasus di kabupaten Sijunjung
dari studi awal ditemukan bahwa, inti pmnasnlahan dan Konflik yang terjadi
lebih disebabkan karanaadanya mis communication serta'-pemahaman dari sudut
pandang yang berbeda atas permasalahan yang ada. Seharusnya sebagai
penyelenggara Pemilu KPU dan Panwaslu harus dapat mengelola konflik sebaik-
baiknya dengan cara mencermati dan mantaati regulasi-regulasi yang ada.
Regulasi ini  berupa peraturan-peraturan yang menjadi acuan dalam
penyelenggaraan Pemilu, dengan adanya aturan-aturan tersebut pihak yang terlibat

didalam pelaksanaan Pemilu tidak ada yang merasa keberatan atau dirugikan dan

tidak akan menimbulkan konflik diantara pihak yang terkait.




Salah satu anggapan yang salah dalam menangani konflik adalah konflik
akan teratasi dengan sendirinya apabila dibiarkan, padahal kenyataannya konflik
akan terus berkembang yang pada akhimya akan semakin sulit untuk dikelola
apabila tidak diselesaikan. Senada dengan itu, Pickering (2000:4) menyatakan
bahwa konflik akan meningkat ketahap yang lebih tinggi dan menjadi tidak
terkendalikan lagi. Agar konflik tidak berkembang maka diperlukan regulasi atau
pengaturan yang tepat didalam menangani konflik tersebut. Dalam penelitian ini

((INIVERSITAS ANDA 4 o ey
regulasi atau pmgatumn konflik yang digunakan adalah regulasi atau pengaturan

konflik menurul Dahrendorf Menurut |
merupakan bentu.k
dirinya sendm;__ kepada perw
Adapun bentuk-bentuk Sy

negosiasi, mediasi dan arbitrasi {

pelaksanaan Pemilu dapat dijelaskan apabila konflik dilihat dari perspektif
regulasi konflik. Selain itu juga penelitian ini juga diharapkan dapat menambah
ilmu pengetahuan tentang sosiologi konflik terutama pada arena konflik Pemilu.
Penelitian yang dilakukan ini dibatasi hanya sampai proses pendaftaran partai

politik calon peserta Pemilu 2019.




Beberapa penelitian yang relevan dan mendukung penelitian ini adalah

penelitian yang dilakukan oleh Liani (2016) tentang desain hubungan

kelembagaan penyelenggaraan Pemilu, disini penelitian ini merupakan penelitian

normatif yang lebih menitik beratkan pada aturan-aturan atau regulasi tentang

penyelenggara Pemilu yang lebih jelas agar terdapat kepastian hukum dalam

mengatur hubungan checks and balances antar lembaga penyelenggara Pemilu itu

sendiri. Penelitian Indriyani (2017) tentang resolusi konflik internal antara
NIVE RSITAS AND AL

komisioner dengm wh}.tanat KPU Provinsi Lampung &Rlam permhhan Gubernur

tahun 2014, adaplmdlsml konflik yang N—

dan konﬂﬂc cksternal yang
terjadi antara gubemur galu’bg,tkan timbulnya
konflik mtcmal antara ko i iat KPU. Penelitian

Gayatri (2015) tentang konflik kekuasaan dalam anggaran Pemilukada provinsi

Bali, penelitian ini juga merupaka : crnal yang terjadi antara komisioner
KPU dan sekref ' ik. Penelitian Palupi (2015)
tentang Hubungan awas imilu (Panwaslu)
Kabupaten Banj Penyeleng ga ) u esiden dan Wakil

Presiden tahun 2014 Sésual WW MO% penelltlan ini membahas
bagaimana hubungan kerja antara kedua lembaga penyelenggara Pemilu (KPU
dan Panwaslu Banjarnegara) yang dapat terjalin dengan baik sehingga
penyelenggaraan Pemilu dapat berjalan dengan lancar walaupun banyak

permasalahan yang terjadi.
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1.2 Rumusan Masalah
Pemilu merupakan salah satu sarana demokratis untuk menyalurkan
aspirasi dan keinginan rakyat. Namun walaupun sebagai sarana demokratis, dalam
pelaksanaannya Pemilu juga tidak terlepas dari pertikaian atau konflik. Rafl
Dahrendorf berpendapat bahwasanya konflik tidak dapat dihindarkan, hal yang
diperlukan adalah regulasi konflik yang dapat mengatur tingkat ketegangan yang
terjadi dalam proses sosial. Atas dasar itulah_untuk membuktikan asumsi peneliti,
makanya rumusan masalah yang diami)il da]am p.e'helitian ini adalah apa
kontribusi regulasi konflik Pemilu terhadap pemanganan konflik Pemilu di
Kabupaten Sijunjung ?
1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, maka tujuan yang
hendak dicapai dalam penelitiaé‘iﬁi adalah:
1. Untuk menganalisis kontribusi regulas: konflik Pemilu terhadap
penanganaﬁ konflik Pemilu di Kabupaten Sijﬁnjung.
a. Mendeskripsikan pengaturan normatif penyelesaian konflik Pemilu.
b. Mendeskripsikan e¢ara konflik Pemilu tersebut diselesaikan.
2. Untuk menganalisis respon para pihak yang berkonflik terhadap
penggunaan regulasi konflik Pemilu di Kabupaten Sijunjung.
a. Mendeskripsikan hasil penyelesaian konflik Pemilu.
b. Mendeskripsikan respon atau tanggapan para pihak yang terlibat
konflik atas hasil yang dikeluarkan dari penyelesaian konflik

tersebut.
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1.4 Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini akan diperoleh manfaat secara akademis

dan praktis. Adapun manfaat tersebut adalah :

1.

Secara akademis

Hasil dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat bermanfaat dan
menambah wawasan bagi penelitian serupa serta dapat memberikan
sumbangan bagi kajian Ilmu Politik dan Ilmu Sosial di Indonesia.

p— {VERSITAS ‘\\1)\

Selﬁn!taha&l'dm penelitian ini juga dthambkan dalﬁt menjadi salah
satu;‘ referensi atau a
unttik mela |

Pen‘?lu

ain: dalam m#ncan informasi
. am  hal g'egu]asi konflik
SecmPraktls e "5

| b namya konln'busé regulasi konflik
Bl ntara KPU dan
- ;.. maka diharapkan
apat | ] ! , Panwaslu dan
Partai Poﬁtlk‘ wmm dalam pelaksanaan Pemilu
sama-sama menyadari peranan masing-masing dan pentingnya
koordinasi antara semua pihak. Selain itu dengan adanya pengaturan
yang tepat maka konflik yang terjadi tidak akan berkembang semakin

besar dan Pemilu/Pilkada dapat dilaksanakan secara demokratis.



